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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
pengawasan kampanye pemilihan umum, perlu dilakukan
beberapa penyesuaian terhadap ketentuan dalam
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 844);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 844) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 15 diubah
sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Selain melakukan  pengawasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangan masing-masing

melakukan  pengawasan pendaftaran  petugas

Kampanye Pemilu anggota DPD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara memastikan:

a. Peserta Pemilu anggota DPD mendaftarkan
petugas Kampanye Pemilu anggota DPD kepada
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya;

b. Peserta Pemilu anggota DPD menyampaikan
tembusan pendaftaran petugas Kampanye
Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud
dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing; dan

c. petugas Kampanye Pemilu anggota DPD
sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan
merupakan pihak yang dilarang ikut serta
sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota
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DPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang
membantu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD
dalam melaksanakan Kampanye Pemilu anggota DPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye
Pemilu melalui iklan media massa cetak, media
massa elektronik, dan Internet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.

(2) Iklan media massa cetak, media massa elektronik,
dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan iklan Kampanye Pemilu pada media
massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan
Lembaga Penyiaran.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara memastikan:

a. iklan Kampanye Pemilu berbentuk iklan
komersil dan/atau iklan layanan untuk
masyarakat;

b. materi iklan Kampanye Pemilu minimal memuat
visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika periklanan;

c. materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan
pernyataan layak untuk diedarkan atau
ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus
sensor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga
Penyiaran dilakukan oleh Peserta Pemilu dengan
batas maksimum sebanyak:

1. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30
(tiga puluh) detik untuk setiap stasiun
televisi setiap Hari untuk iklan di televisi;
dan

2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60
(enam puluh) detik untuk setiap stasiun
radio setiap Hari untuk iklan di radio;

e. pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media
massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial
oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum:

1. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter
kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap
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(4)

(5)

media massa cetak setiap Hari untuk iklan
Kampanye Pemilu di media massa cetak;

2. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring
setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di
Media Daring; dan

3. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga
puluh) detik untuk setiap Media Sosial
setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di
Media Sosial,

f.  Peserta Pemilu tidak melakukan penyisipan
materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk
tayangan atau penulisan dalam program acara di
Lembaga Penyiaran;

g. Peserta Pemilu mendapatkan kesempatan yang
sama dalam pemuatan dan penayangan iklan
Kampanye Pemilu oleh media massa cetak,
media massa elektronik, dan Media Daring,
Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan etik
periklanan;

h. penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan
untuk masyarakat nonpartisan dilakukan oleh
media massa cetak, media massa elektronik, dan
Media Daring Media Sosial, dan Lembaga
Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. media massa cetak, media massa elektronik, dan
Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga
Penyiaran berlaku secara adil, berimbang, dan
tidak memihak dalam menyiarkan iklan
Kampanye Pemilu.

Selain melakukan pengawasan terhadap iklan

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan

masing-masing juga melakukan pengawasan

terhadap penayangan iklan yang dilakukan oleh

Partai Politik Peserta Pemilu sebelum dimulainya

masa Kampanye Pemilu.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan cara memastikan tidak terdapat

ajakan dan materi yang memuat unsur Kampanye

Pemilu.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1027

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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